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KESEPAKATAN BERSAMA S K'WV\C’“‘ ‘5
| .  TENTANG
OPTIMALISAST PERLUASAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
MELALUI DUKUNGAN TEKNIS INSTANSI PERUMUS KEBIJAKAN DAN
~ PELAKSANAI PELAYANAN PUBLIK TERTENTU.

NOMORV ..................
NOMOR: = ..... eieitiazabs
NOMOR: ... pareesiianes
NOMOR:  ieiiveeeeeniiiinn
NOMOR: " .eecvereeeneiin
NOMOR: " iiciiiciiecis,
NOMOR:  iiriresesiueie.
NOMOR ..................

Pada hari ini, Kam1s tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober Tahun dua
e ' r1bu 11ma belas bertempat d1 Jakarta karm yang bertanda tangan di bawah
| ini: ' :
1. FACHMI IDRIS selaku D1rektur Utama Badan Penyelenggara Jamman’
8031a1 (BPJS) Kesehatan, dalam ‘hal 1n1 bertmdak atas nama BPJS~
| Kesehatan, berkedudukan di Gedung BPJS Kesehatan, Jl Letjen
lSuprapto Kav. 20 Nomor 14, Cempaka Putlh Jakarta ‘Pusat 10510
selanjutnya d1sebut sebagal PIHAK PERTAMA
2.ELVYN G MASYASYA selaku D1rektur Utama Badan Penyelenggara
Jamman 8031a1 (BPJS) Ketenagakexjaan, dalam hal 1n1 bertmdak atas
J'nama BPJS Ketenagakerjaan, ’ berkedudukan d1 Gedung BPJS
Ketenagakerjaan, JL Gatot Subroto, Nomor 79 Jakarta Selatan 12930
. _ ‘selanJutnya disebut sebaga1 PIHAK KEDUA
', 3 TB. RACHMAT SENTIKA selaku Ketua Dewan Jamman Sos1a1 Nas1onal
| dalam hal -ini: bertmdak atas nama Dewan Jamman 8031a1 Nasional,
- berkedudukan di . Kantor DJSN “Gedung Kemenko Pembangunan
' Manusia dan Kebudayaan Jl Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat
selanjutnya dlsebut sebagau PIHAK KETIGA




4.ABDUL WAHAB - selaku Sekretans Jenderal ' Kementerian

~Ketenagakerjaan, dalam hal 1n1 bertlndak untuk dan atas nama ; o

- Kementerian Ketenagakerjaan berkedudukan di Jl Gatot Subroto Kav
51J akarta Selatan selanJutnya dlsebut sebaga1 PIHAK KEEMPAT
B vireirerecnnennaannes selaku Sekretans J enderal Kementenan Agrarla dan Tatak :

= ,Ruang/ BPN dalam hal 1n1 bertmdak untuk dan atas nama Kementerian ‘.

Agrana dan Tata Ruang/BPN berkedudukan di J1 Slsmgamangaraja;.

- Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 selanjutnya drsebut
sebagal PIHAK KELIMA. | TR | o
B eeeeeerivaanens ieeenss selaku Sekretans Jenderal Kementenan Hukum ‘dan
- HAM, dalam hal 1n1 bertmdak untuk dan atas nama Kementerian Hukum' '
 dan HAM, berkedudukan d1 J1 H. R. Rasuna Said, Kav VI—VII Kunmgan
‘ J akarta Selatan selanjutnya d1sebut sebaga1 PIHAK KEENAM ‘ |
R U selaku Kepala D1v131 Hukum Mabes POLRI dalam hal ini
| bertmdak untuk dan atas nama POLRI berkedudukan di J1 TrunOJoyo_ =
| No. 3, J karta 12110 Jakarta Selatan selanJutnya d1sebut sebagal
PIHAK KETUJUH ; o SR T v »
-'8. ........ , selaku Sekretans Jenderal Kementenan Dalam Negeri,

dalam hal i 1m bertmdak untuk dan atas nama Kementenan Dalam Negen, i

- berkedudukan d1 Gedung Kementerlan Dalam Negen JL Medan Merdeka ’
~ Utara Nomor 7, Jakarta Pusat selanjutnya dlsebut sebaga1 PIHAK o
KEDELAPAN ‘ e R

‘PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT PIHAK Rt
KELIMA PIHAK KEENAM PIHAK KETUJUH DAN PIHAK KEDELAPAN S

selanjutnya secara bersama—sama dlsebut PARA PIHAK ;
“PARA: PIHAK terleblh dahulu menerangkan sebaga1 hal hal benkut

= - a.bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang—Undang Nomor 24 )

“Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamman Sos1al (BPJS), ada
kewajiban Pemben KerJa selam Penyelenggara . Negara untuk
: mendaftarkan d1r1nya dan peker]anya : serta membenkan data secara
;1engkap dan benar kepada BPJS Setlap orang selam Pemben Ker]a

' Pekerja dan Penenma Bantuan Iura_n Wa_]lb mendaftarkan d1r1nya dan




rl&e‘luarg'anya ,serta “me'mb'erikan?datai secara lengkap ‘dan benar kepada
- BPJS; |
’;‘bahwa berdasarkan Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jamman 8051al (BPJS), Pemben KerJa selain
fPenyelenggara Negara dan set1ap orang sebagalmana d1maksud pada

~huruf  a, yang t1dak memenuh1 kewajlbannya d1kena1 sanks1

- ;)admlmstrtatrf dalam bentuk teguran tertuhs denda dan atau t1dak
o mendapatkan pelayanan pubhk tertentu

" . bahwa berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 86 Tahun 20 13, Sanksr

liudak mendapatkan pelayanan pubhk tertentu yang d1kenakan kepada

bag1 Pemberl Ker_]a selam Penyelenggara Negara mehputl penzman

. : terkalt usaha, per1z1nan yang d1per1ukan dalam menglkutl tender proyek

: izin mempekerjakan tenaga kerja asmg, ~1z1n perusahaan penyedla Jasa

- peker_]a/ buruh dan Izm Mendmkan Bangunan (IMB) Sanks1 tidak

'mendapatkan pelayanan pubhk tertentu yang d1kenakan kepada bagi

_::\ ‘_ setlap orang, selam Pember1 KerJa Pekerja dan Penerlma Bantuan Iuran

' (PBI) mehput1 Izin Mend1r1kan Bangunan (IMB), ‘Surat Tzin Mengemudr
e (SIM) serhﬁkat tanah paspor atau Surat Tanda Nomor, Kendaraan

'(STNK) Pengenaan sanks1 tersebut dllakukan oleh umt pelayanan pubhk
pada 1nstans1 Pemerlntah Pemerlntah Daerah Prov1n51 atau Pemenntah

| ‘ Daerah Kabupaten / Kota atas permmtaan BPJS;

. bahwa 1nstans1 tekms perumus kebljakan ijin. tenaga kerJa asmg dan ijin
perusahaan penyedla Jasa ' Peker_]a/ Buruh adalah Kementenan

\ Ketenagakerj aan,

.>bahwa 1nstans1 tekms perumus keb1_]akan pengurusan paspor adalahfs'-

S Kementenan Hukum dan HAM

. 'bahwa 1nstan31 teknls perumus kebljakan pengurusan seruﬁkat tanah

) adalah Kementerlan Keagrarlaan dan Tata Ruang/ BPN

' .‘bahwa 1nstans1 perumus kebljakan pengurusan Surat Izm Mengemudl-

(SIM) dan pengurusan STNK adalah POLRI;
.bahwa untuk optlmahsam penyelenggaraan program Jamman sos1al
naswnal mela1u1 pelayanan pubhk tertentu perlu dlbuat kesepakatan

bersama antara 1nstans1 tekms perumusan kebljakan pelayanan pubhk




' 5tertentu dengan BPJ S Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan
- d aminan Sosial Nas1ona1

: i;, bahwa berdasarkan Undang—Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

" _'S1stem Jamman Sosml Nasmnal Dewan Jamman 8051a1 Nas1onal‘
_‘ ‘berfungs1 merumuskan kebuakan umum dan smkromsas1

‘k'penyelenggaraan Slstem Jamlnan Sos1a1 Nasmnal dan berwenang
-melakukan momtonng dan evaluas1 penyelenggaraan program Jamman

" sosial.
’ -Dengan mémperhaﬁkan Peraturan Perundangan sebagai berikut

s ; a. Undang—Undang Norrlor 40" Tahun 2004 te'ntang.Sis(tern ‘Jaminan Sosial
Nas1onal

b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara .

' Jaminan Sosial; -

i ‘ c. Peraturan Pemermtah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara

~* Pengenaan Sanksi Admmlstratlf Bag1 Pemben Ker_]a Selam Penyelenggara
Negara dan Setlap Orang Selain’ Pemben KerJa Pekerja ‘dan Penenma

Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Program J amman Sos1a1

& - d. Peraturan Pre51den Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan

- Kepesertaan Program Jamman Sosial.

‘. Peraturan Presiden. Nomor 11 1 Tahun 20 13 tentang Perubahan Peraturan
- Pres1den Nomor 12 Tahun 2013 tentang J amman Kesehatan

f Permennaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga
~ Kerja As1ng ; ol

g Permennaker No 19 Tahun 20 12 tentang Syarat-Syarat Penyera.han

| ‘ Sebag1an Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lam,

Ik‘l.iPeraturan Menten Hukum dan HAM No. 8 Tahun 20 14 tentang Paspor"

Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

R Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan

' dan Pengaturan Pertanahan,

] Peraturan Kapoln No.9 Tahun 2012 Tentahg'Surat'IZm Mengemudi




N vk Peraturan Kapoln No 5 Tahun 20 12 Tentang ReglstraS1 dan Ident1ﬁkas1
‘ Kendaraan Bermotor

- PARA PIHAK sepakat untuk mendukung " ptlmahsasr perluasan
' kepesertaan Program Jamman Sosml Nas1ona1 melalul mekamsme

o rpelayanan pubhk sebaga1 benkut

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

o (1) Kesepakatan bersama ini dlmaksudkan untuk mevvujudkan opt1mallsas1

| perluasan kepesertaan program Jamman sos1a1 me1a1u1 koordinasi
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan PIHAK KEEMPAT

.~ PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM PIHAK KETUJUH dan PIHAK
- KEDELAPAN. ebl it

“(2) Kesepakatan bersama ini bertuJuan untuk menetapkan peran PARA
‘ rPIHAK dalam opt1ma11sas1 perluasan kepesertaan program Jamman ’

" sos1a1 b1dang kesehatan dan bldang ketenagakerjaan

BAB II
DUKUNGAN TEKNIS
Pasal 2

; Dalam rangka mequudkan op'umahsas1 perluasan kepesertaan program
: Jamman 3051a1 PARA PIHAK bersepakat membenkan dukungan tekmS"‘
‘sesuai tugas dan fungs1 masmg-masmg 1nstans1 sebagal benkut
1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan
a. melakukan edukas1 secara. 1ntensrf kepada pubhk agar pubhk
mengetahm :
1 adanya kewajlban Pemben Kerja untuk mendaftarkan d1r1nya~
dan Pekerjanya sebagal Peserta program Jamman sos1a1 sesua1

program Jamman sosral yang dllklltl dan memberlkan data’




| secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan dan BPJS
, Ketenagakerjaan sesua1 dengan peraturan tentang penahapan-
o kepesertaan program Jamman 3051a1
2. adanya kewajlban set1ap orang sela.tn Pemben Ker_]a Pekerja dan
| ':Penenma : Bantuan Iuran yang memenuh1 persyaratan'
,kepesertaan untuk mendaftarkan d1r1nya dan keluarganya
' sebaga1 Peserta Jamman somal sesua1 dengan program Jamman

3051a1 yang d11kut1

’ b melakukan pemenksaan kepatuhan kepada Pemben Kerja selam'

,Penyelenggara Negara dan setlap orang selam Pemben Kerja Pekerja -
dan Penenma Bantuan Iuran yang telah memenuh1 persyaratan

‘ kepertaan program Jamrnan 3051a1 sesua1 ketentuan perudangan
 yang berlaku

. C. mengoptrmalkan pengenaan sanks1 teguran tertuhs dan denda

2)

3)

kepada Pemben Kerja selam Penyelenggara Negara dan setiap orang
\sebagalmana d1maksud pada huruf b yang tidak memenuh1
‘kewa_ubannya sebaga1mana dlmaksud pada huruf a.

d. dalam hal setelah ~dikenakan: sanks1 teguran tertuhs dan denda
sebagalmana dlmaksud pada huruf c Pember1 KerJa dan set1ap orang
sebagalmana dlmaksud pada huruf b tetap t1dak patuh PIHAK
PERTAMA dan / atau PIHAK KEDUA menyampalkan permmtaan
penghent1an pelayanan pubhk tertentu secara tertuhs kepada PIHAK

| kKEEMPAT PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM DAN PIHAK KETUJUH
dan unit pelayanan pubhk di daerah

PIHAK KEEMPAT melakukan penyesua1an regula31 secara mternal‘

untuk mendorong Pemben Kerja selam Penyelenggara agar

mendaftarkan drrmya dan seluruh Pekerjanya sebagal Peserta Program

J amman Sos1al pada BPJ S Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM dan PIHAK" KETUJUH melakukan

' penyesualan regula31 ‘secara 1nterna1 untuk mendorong setlap orang

v‘selam Pemberi . Kerja Pekerja dan Penenma Bantuan Turan yang

'memenuh1 persyaratan kepesertaan untuk mendaftarkan dmnya dan




keluarganya sebagl Peserta Jamman somal sesua1 dengan program _

Jamman sosial yang ! d11kut1 R T : (
(4) PIHAK KEEMPAT PIHAK KELIMA PIHAK KEENAM DAN PIHAK
© KETUJUH memndaklan_]utl permmtaan 'PIHAK PERTAMA dan/atau\'.

" PIHAKKEDUA 3 FEL R e e Sl »
(5) PIHAK KEDELAPAN , mendorong Pernerintah“” - Daérah‘ uhtuk, '

" menyesualkan regulas1 pelayanan pada P’I‘SP (Pelayanan Terpadu Satu‘
; Pintu) dalam rangka mendorong Pemben KerJa selaln Penyelenggara
| IA Negara dan se'uap orang “selain ‘Pemberi KerJa Pekerja dan Penerlma

Ban’cuan Iuran yang memenuh1 persyaratan kepesertaan untuk

mendaftarkan - sebaga1 Peserta : program Jamman 8031a1 sesua1

ketentuan tentang Penahapan Kepesertaan program Jamman somaly

" bidang kesehatan dan b1dang ketenagaker_]aan RN ,
(6) PIHAK KETIGA melakukan momtormg dan evalua31 pelaksanaan

kepatuhan Pemben KerJa dan Setiap Orang selain  Pemberi Ker_1a

Pekerja dan Penerlrna Bantuan Iuran, Vdalam memenuh1 kewapban
. untuk mendaftar menjadl Peserta program Jamman sos1al dan

membenkan data secara lengkap dan benar kepada BPJ S

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Kesepakatan bersama 1n1 d1buat dengan semangat kerJa sama untuk
dllaksanakan oIeh PARA PII-IAK

‘PIH‘AK‘PER’I‘AMA"’"“ .~ PIHAK KEDUA

" FACHMI IDRIS . °. ELVYN G MASYASYA




- ‘i(’,PIHAK KETIGA”‘:.' S ;PIHAK KEEMPAT \

© TB.RACHMAT SENTIKA ‘ol

. PHAKKELMA  PIHAKKEENAM

------------------------------------------------------------------

. PHAKKETUJUH - PHAK KEDELAPAN

......................................................................
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